GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI SULAWESI] SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Pasal 30 ayat (2)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Air Tanah, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air

Tanah;

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tngkat
| Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 2102) Juncto Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulaesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah
Tingkat | Sulawesi Utara Tengah dan Daelrn]-!
Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara men_lal_:ll
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
68),
I.Elf:da:!ig-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pepataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Tahun 2007 MNomor 68, Tambahan

Indonesia _
L:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
504 3);

Undang-Undang Nomor og Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



10.

1.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014
tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
299, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5608),

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161},

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 3721) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
ientang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daearah (Lembaran



Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
258,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 137);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
26);

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Momor 408),

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Air Tanah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 304);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN
AlR TANAH DI PROVINSI SULAWES] SELATAN.

BAB1
HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1.
2.

Daergh adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahanan yang menjadi  kewenangan
daerah otonom,

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati/Walikota adalah Bu pati/ Walikota di Provinsi



Sulawesi Selatan.

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sulawesi Selatan adalah Dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber dava mineral.

7. Air Tanah adalah air yang berada di lapisan
tanah atau batuan yang berada di bawah
permukaan tanah.

8. Air Baku merupakan air yang berasal dari air
tanah yvang telah diambil dari sumbernya dan
telah siap untuk dimanfaatkan.

9. Nilai Perolehan Air Tanah vyang selanjutnya
disingkat NPA adalah nilai perolehan air tanah
vang telah diambil dan dikenai pajak air tanah,
besarnya sama dengan volume air yang diambil
dikalikan dengan harga dasar air.

10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA
adalah harga air tanah vang akan dikenai pajak
pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan
harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

11. Harga Air Baku yvang selanjutnya disingkat HAB
adalah biaya investasi dalam rupiah untuk
mendapatkan air baku tersebut yang besarnya
tergantung pada harga yang berlaku di daerah
setempat dibagi dengan volume pengambilan
selama umur produksi dalam satuan meter
kubik.

12. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur
produksi ditambah biaya operasional selama
umur produksi dalam rupiah.

13. Faktor Nilai Air selanjuinya disingkat FNA
adalah suatu bobot nilai dari koemponen sumber
daya alam serta peruntukan dan pengelolaan
yvang besarnya ditentukan berdasarkan subyek
kelompok pengguna air tanah serta volume
pengambilannya.

14. Volume  Pengambilan Air Tanah vyang
selanjutnya disebut volume pengambilan adalah
jumlah air tanah dalam satuan meter kubik
yvang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau
sumur bor.

15. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air
Tanah adalah orang atau badan yang
memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri
dari Sosial/Non Niaga, Niaga Kecil, Industri
Kecil dan Menengah, Niaga Besar dan Industr
Besar.

16. Kualitas Air adalah suatu ukuran kondisi /mutu
air tanah dar sumur gali, sumur pasak, dan/
atau sumur bor dilihat dari karakteristik fisik,
kimiawi, dan biclogisnya.

17. Sumber Air Alternatif adalah sumber lainnya
diluar air tanah.

18, Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan
fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadal untuk



memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada
waktu sekarang maupun yang akan datang.

19. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau
dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia
atau biologi ke dalam air atanah oleh kegiatan
manusia atau cleh proses alami yvang mengakibatkan
mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu
sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

20. Pengendalian adalah segala usaha mencakup
kegiatan pengaturan, peneliian dan pemantauan
pengambilan  air  tanah  untuk  menjamin
pemanfaatannyva secara bijaksana demi menjaga
kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

21, Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan
air tanah.

22, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan
dan/ atau pemanfaatan air tanah.

23. Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air
untuk kepentingan pengeringan areal
penggalian vang akan dimanfaatkan sebagai
bangunan bawah tanah atau untuk berbagai
kepentingan.

24, Luas Selimut Dinding Lahan Dewatering adalah
seluruh  luas bidang permukaan lahan
dewatering.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan
NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh

Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan CGubernur ini bertujuan sebagai pedoman
dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga
konservasi air tanah dapat terjaga.

BAB II
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

(1] Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan
sebapian atau seleruh faktor-faktor berikut;

jenis sumber air tanah;

lokasi sumber air tanah;

kualitas sumber air tanah;

tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan

air tanah;

volume air tanah yang diambil; dan

tingkat kerusakan  lingkungan  yang

diakibatkan oleh pengambilan air tanah

dan/ atau pemanfaatan air tanah.
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(2]

(3

(4

i

(2]

(1

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada avat

(1) diformulasikan untuk penghitungan NPA

yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam

komponen berikut:

a. sumber daya alam: dan

b. peruntukan dan pengelolaan

Komponen sumber dava alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a melipud faktor-

faktor berikut:

a. jenis sumber air tanah;

b. lokasi sumber air tanah; dan

c. kualitas air tanah.

Komponen peruntukan dan pengelolaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

faktor-faktor berikut:

a. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan
air tanah;

b. wvolume air tanah vang diambil dan/ atau
dimanfaatkan; dan

c. tingkat kerusakan lIingkungan vang
diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau
pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

Faktor lokasi sumber air tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (3) huruf b
ditentukan oleh kriteria berikut:

a. ada sumber air alternatf; atau

b. tidak ada sumber air alternatif.

Faktor kualitas =ir tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (3) huruf c
ditentukan oleh kriteria bernkurt:

a. kualitas air tanah baik; atau

b. kualitas air tanah odak baik.

Pasal 6

Komponen peruntukan dan pengelolaan air
tanah dibedakan berdasarkan kelompok
pemakaiannya sebagai berikut:
a. Sosial/Non Niaga, mehputi:
1. instansi/lembaga/kantor
pemerintah / TNI/POLRL
2. sarana prasarana pemerintah; dan
3. jenis sosial/non niaga lainnya vang
Sejenis.
h. MNiaga Kecil, meliputi:
1. usaha skala rumah tangga:
2. pemondokan (kos-kosan);
3. hotel non bintang (losmen/wisma/ homestay/
dan sejenisnya)l;
4. rumah makan /restoran kecil;
5. poliklinik/laboratorium /praktik dokter:
6. bengkel; dan
7. jenis niaga kecil lainnya yang sejems.
¢. Industri Kecil dan Menengah. melipun:



(2]
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L2

industri bahan kimia/obat-obatan;

rumah susun sederhana sewa [rusunawaj;
industri perkayuan [ furniture;

usaha perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan perkebunan; dan

5. jenis industri kecil dan menengah lainnya
yang sejenis.

d. Niaga Besar, meliputi

1. hotel berbintang,

2. rumah Sakit;

3. apartemen/ kondominium,/ real estate;

4. rnught club/bar/ cafe/restoran besar;

5. pusat perbelanjaan {mall)/ pasar
swalayan,

6. usaha kolam taman bermain/wahana air
(waterboam);

7. bengkel besar/ service station;

§ tempat pencucian kendaraan bermotor;
9. pergudangan;

10. perusahaan terbatas,/ BUMN/BUMD;
11, bank; dan

12, jenis niaga besar lainnya yang sejenis.

e. Industri Besar, meliputi:

pabrik es;
gudang pendingin;
industri air minum dalam kemasan;
industri  perikanan /pengolahan  hasil
laut;
pabrik/industri skala besar;
bandara/terminal/ stasiun / pelabuhan;
pertambangan,
pertanian dan peternakan besar;
. pabrik makanan/minuman;
10. pabrik tekstil dan produk tekstil; dan
11_jenis industri besar lainnya yang sejenis.
Kelompok pengguna air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan
besar penggunaan air tanah sebagai bahan
pendukung, bantu proses, atau baku utama.
Kelompok pengguna air tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dapat disesuaikan oleh
Bupati/Walikota berdasarkan kondisi daerah
setempat dengan memperhatikan persentase
penggunaan air tanah pada hasil industrinya.
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Pasal 7

Komponen sumber daya alam scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2], dibedakan
menjadi 4 (empat] kriteria yang memiliki
peringkat dan bobaot.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dihitung secara eksponensial dari mnilai
peringkainya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yvang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 8

Komponen peruntukan dan pengelolaan air
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok
volume pengambilan dan peruntukan yang
dihitung  secara  progresif sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipakai sebagai faktor pengali terhadap
persentase  komponen  peruntukan dan
pengelolaan,

Interval volume pengambilan dapat berubah
sesuai dengan potensi air tanah di masing-
masing daerah.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 9

Unsur penghitungan NFPA terdiri dari volume
pengambilan dan HDA.

NPA  digunakan schagai dasar dalam
perhitungan Pajak Air Tanah.

Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh dengan rumus sehagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 10

Unsur penghitungan HDA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari HAB
dan FNA.

Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh dengan rumus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Unsur penghitungan HAB  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdin dar
biaya investasi dan volume pengambilan selama
umur produlksi.

Penghitungan HAB sebagaimana dimalksud
pada ayat (1} diperoleh dengan rumus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



Pasal 12

1] Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud
dﬂlE{‘n Pasal 10 ayat (1) mempunyai bobot
mamngﬁ—masing yang besarnya ditentukan
sebagai berikut:

a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam
puluh persen); dan

b. peruntukan dan pengelolaan (P} sebesar 40%,
[empat puluh persen).

12} Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh dengan rumus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 13

[1} Besarnya pajak air tanah dewatering dihitung
berdasarkan potensi air tanah yang diambil
dan/atau dipindahkan di dalam lapisan tanah
akibat aktivitas dewatering di lokasi tersebut.

(2] Cara perhitungan pajak air tanah dewatering
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | vang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dam
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Cara perhitungan HDA berdasarkan komponen
peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya
alam air tanah dan contoh penghitungan NPA
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [l yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubemrmur ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Faszal 15

(1] Penvelenggaraan kegiatan terlait NPA
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(3| Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan terkait
NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas  yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral dapat berkoordinasi dengan Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi
dan/atau instansi terkait.



BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundanpgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya  dalam  Berita Daerah  Provinsi
Sulawes Selatan,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Mel 2620

SUBERNUR SULAWESI SELATAN,

| |

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada 'l'.-EI]'IEEﬂl 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

N

Dr. HAYAT, M. 8i

BERITA RAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 39
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HE“‘"J URAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
OMOR 30 sy 2020

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN

_Eli.]'[tl:nﬂ Kﬂmpﬂﬂtﬂ Sumber Dﬂ_}l’ﬂ Alam

_I'E:L I{rﬂna

F'El'ingki-lt_ Bobot

‘ | | Air tanah kualitas baik,

ada sumber air alternatif % 16
‘ 5 | Air tanah kualitas tidak baik, )
ada sumber air alternatif 3 9
| Air tanah kualitas bailc, I 4
3 tidak ada sumber i <lternatif | 4
4 Air tanah kualitas udak baik, | | 1
| tidak ada sumber sir alternatf I

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

-i{clumpuls Volume Pengambilan (Dalam m-) |
No. —— : : :
Peruntukan | g_ 50 513.1—25:}',9511,1—50{: 500,1 -750 =750 |
- = | | |
MNon Niaga
2 | Niaga Kecil 3 3,2 3,4 36 | 38
| ) ! |
3 | Industri Kecil 5 5.3 5.6 59 | 6,2 |
' dan Menengah 5 .
4 | Niaga Besar 7 7.4 7.8 3,2 | 8.6
[
5 | Industri Besar 9 9.5 10 10,5 F 1

Nilai Harga Air Baku Provinsi menurut Peruntukan dan Pengambilan Air Tanah

Ko | Kelompok Nilai HAB (Rp/mY)
| — |  Rp. 1.600.
1 | Sosial/ Non Niaga Rp o
2 | Niaga T — | Rp. 4.800,;
I' I e ‘-_..i]_l__
|3 | Industr Kecil dan Menengah p. 9.00
[ Rp 17600
4 | Niaga Besar _ |
| Rp. 19200, :
5 | Industri Besar Rj




ngan Harga Air Balky (HAB
Bi&jﬂa ;1:;;_&.?_'—'——_______

Volume pen :
Pengambilan ge)g umur p —
rodiglsi

HAB =

FNA = 60% (S) + 4084 ®)

Keterangan :
(5] : Bobot komponen sumhb
: erd
(P) : Bobot komponen p&mntukitrjzl;r;cnge] l
olaan

senghitungan Harga Dasar Air (HDa)

HDA = HAB x FNA

penghitungan Nilai Perolchan Air Tanah (NPA)

NPA = Volume pengambilan x HDA

cara perhitungan Pajak Air Tanah Dewatering sebagal berikut:

2 Memasang alat meter air

Menghitung besarnya volume
dan pemasangan meter air
selesai dilaksanakan.

b. Menghitung besar volume air dewatering
Debit pengambilan air dewatering =k x Iu
k = permeabilitas tanah, dunana :
|. Permeabilitas tanah hat (k) = 106 m/s
5 Permeabilitas tanah pasir (K] = 10 m/s

' ' ' AB |
¢ Pajak Air Tanah Dewatering = Volume Air Dewatering * H
Pengambilan dan Peruntukan) x Tan! Pajak Kabupaten/ Kota

air dewatering dengan menggunakan meter air
dilakukan sampai kegiatan dewatering telah

as selimut dinding lahan devvatering

Kelompok

51 SELATAN,

GUBERNUR SULAWE
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NOMOR 18

TENTANG
SULAWES] g

HAN AIR T

LATAN

GUBERNUR .
LHEUN 2e0g SULAWES] RLELATAN

CONTOH PERHITUNGAN Npy

Hirgpe Inoestasi

di suatu daerah untuk mendapatkan ajr
perincian harga eksploitasi berikuyy -

baku digiinakan sumur bor

e

HAE =

e
Hla}rﬂ u-]:l'fﬂ

jumlah Biaya Investasi

[Jpur
|ope
(7 tah
sehmgea HAB

3 Penghitungan NPA
gumus Penghitungan :

nPa = (Volume Pengambilan) x HIDA

HDA = HAB x FNA

a Conich penghitungan N
Niaga jumlah volume pe

berikut :

1} air tanah kualitas baik; dan

3] ada sumber air alternatif, _ .
maka penghitungan NPA sebagal berikut :

Volume
pengambilan

Velume 0 - 50 m?

Volume 50,1 - 250 m*
Volume 250,1 - 500 m’
| Volume 500,1 - 750 m° |

| Volume > 750 mé

puatan sumur bor kedalaman 150 meter
= ejonal selama 7 tahun

Vialrerme pengambilan selama umur prodecks

Bp.  500.000.000,00
REp.  700.000.000,00

Rp. 1.200.000.000,00

roduksi sumur bor lersebut dimisalkan 7 tahun, debit sumur 18 m?/jam
rasioal B jam /harij, srhingga volome pengambilan selama umur produksi air
un] = (7 x 365) hari x 18 m?/jam x 8 jam = 367920 m?

= Rp. 1.200.000.000,00 / 367920 m* = Rp. 3.261 /0

PA untuk pengguna air tanah kelompok SuainlfHa_n
manfaatan gir tanah 1000 m?{bulan dengan kriteria

— 1 Komponem
[ Kum;anEn_ 17 Komponen | siia
gumber daya p-:nmmhnuu an
wom | poween |
16 x 60% = 9.6 ik f‘_f”'f’,'_ 1.2 :mm i
=00 1,1 40%" L8 ,_ﬁ._m_
1'5_{ Ty 1@.’:14::!%-3_.? !k_;_
_1515%——4;‘;_ 3 x40 =+l _EE'_E_
o s e |



| Kelompok Valume Fua | HAB HDA NPA |
' Ly [Rp) (HAB x FNA] | (Volume x HDA)
SR = T I S [Rp)

_ﬁ__._lﬂ_ 1600 T 16,000 800.000

Sosial/ | 10,04 1600 | 16064 1606400 |
Non Niaga | ___IE':E _l-ﬁﬂﬂ 16,128 4.032.000
TEH“__ 101211600 [ Taa02 8.096.000

|| % [10de] 1600 | 15256 12.192.000 |
B JumhNPA | g0ea0| 26726400

b. Cﬂn::: peir:ghjtungan "F'_ﬁ untuk pengguna air tanah Kelompok Industri Besar
jumlah volume pengambilan air anah 1000 m?*/ bulan dengan kriteria berikut

1} air tanah kualitas baik: dan
2] ada sumber air alternatif,
maka penghitungan NFA sehagai berikut -

I Komponen T
Volume ' Komponen Komponen |
I pengambilan sumber daya peruntukan dan |
| | alam pengelolaan |
Volume 0 - 50 m? 16 x60%= 96 | 9x40%= 36 13,2 |
Volume 50,1 - 250 m® | 16 x60%=96 |95x40%~54 13,4 |
Volume 250,1 - 500 m* | 16 x 60%=9,6 | 10 x 40%= 8,1 13,6 |
“Volume 500,1 - 750 m® | 16 x60%=96 [105x ap% =122 | 138
ivulume?'ﬁums 1 16x60%=96 |11x40%~=182 | 14
! 'i.-'nlumc. | HAB o s
Kelompok - FNA Bl (HAB x Fia) | (Volume x HDA)
[Epl (Ep}
' 50 13,2 | 19.200 253,440 12.672.000
| 100 | 13.4 | 19.200 - 257.280 25.728.000
| Industii | ——5 £ 10.200 261,120 65.280.000
Besar =50 | 13,8 | 19.200 264060 |  132.480.000
e —I— 14 | 19.200 ﬂfﬁ.ﬂm Emﬁﬂﬂ.ﬂm
L 1305.600 | 437.760.000
Jumlah NFA_ -




% perhitungan Taril Pajak g Tanah Dewn

1] Perhitungan dengan pe
Tarif ﬂrldﬂwm@'ng per msmhumnlﬂﬁﬂ Weteran air
= volume air dewrater; bul
. hit::gr::;ukﬂn X Ta;[g:: Zu: *HAB Kelompok pengambilan dan
2] rer £ngan lolosan
Perhitungan pajak H?:lmke Air tangh {permeahilitas tanah)
adalah sebagai berikut - ewatening dengan permeabilitas air taah

tﬂﬂng

LUES&iﬁi[ﬁEﬁ_]{]w";‘lekt
Luas sisi tegak 2= 2 x]x ¢
Luas sisi alas = px |

Luas selimut = Luas sisj tegak | + . .

TR : Luas sisi tegak 2 o
’ﬁﬂ?tETE:;HBEHE“I*!Ent:u+[p:1|| RS i
n aur dewatering fvola ;
= k x luas selimu gl me /detik]

\’ﬂlﬂ.ﬂlfr Eﬂgﬂm hilan air deratering per bulan
= me aif devatering per bulan x i
dan perunitukan) x Tanf pajak PR ool PR

Contoh perhitungan dewatering untuk  kelom i
_ : _unm pok  pengambilan  dan
peruntukan Niaga Besar dengan tarif pajak daersh 209 sehagai berikot

3.5 m
S5 m
B0 m

Luas galian = 2550,25 m? (50,5 m x 50,5 m)
Permeabilitas (kj = 10 m/ detik
Penurunan muka air tanah atau kedalaman galian [t} = 3.5 m
Luas sisitegak 1 =2xp=xt=- 2 x 50,5 x 3,5 = 3535 m?
Luas sisi tegak 2 =2xlxt= 2 x 50,5 x 3,5 - 353,5 m?
Luas sisi alas =pxl= 50,5m x 50,5m - 2.550,25 m*
Luas selimut = Luas sisi tegak 1 + Luas sisi tegak 2 + Luas sisi alas

= 353,5 m? + 353,5m®* + 2.550,25 m”

= 3.257,25 m?

Debit pengambilan air dewatering (volume / detik)
= k x luas dinding
= 106 m/detlk x 3.257,25 m?
= 0,0033 m?/ detik

Volume pengambilan air dewatering per bulan (1 hari = 8 jam)
= 0,0033 m*/detik x $64.000 detik/bulan
= 2.851,2 m?*/bulan



.r Jewalering per blﬂ&q
Taril d= Volume pengambilan

Y - lﬂg Pﬁr h‘u‘.ﬂ_[] J.: N'
Besar x Tarif pajak (20%) HAB iaga
= 2,851.2 mﬂllnrhulan X RP 1?.5[]{.:""']']]3 X ED'E'.-"EI
= Rp. 1.003.622/bulan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.
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